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- Peraturan Bupati Tentang Hibah & Bantuan Sesial Yang Bersumber Dari Anggaran APBD
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BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPPATI MAMUJU TENGAH |
NOMOR 19 TAHUN 2016 |
i
TENTANG ’ l
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
VANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAI’PATAN DAN BELANJA !
DAIRAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH il
|
|
NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :
3UPATI MAMUJU TENGAH, |
I
Jfenimbang . 4 bhahwa berdasarkan Peraturin Menteri Dalam Negeri |
lepublik Indonesia Nomor 5% Tahun 2012 tentang |
verubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl
Renpublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pecloman Pemberian libah (an Baniuan Sosial yang
hersumber dari Anggaran Pendapaian dan Belanja I
Dacrah, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut l
mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial |
khususnva yang  bersumber dari Anggaran |
i’t‘;t{i;s[1;-'1f.11'| dan Belania Dacrah Kabupaten Mamuju E
Tengah; |
h. bhahwa guna lebih meningkatkan efisienst, cfektifitas,
akuntabilitas dan transparansi pcengelolaan
pemberian libah dan bantuan sosial, diperlukan
pedoman peraturarn bupat Mamuju lTenge n tentang .
tata cara penganggaran, peliiksanaan dan
i-{'Ii}ll;il]:‘a.ll'].tfl_!'l. |n-r'ln|'1;.*,;1u:'1.'.11'.m':1bﬂ'1 dan pelaporan
.~ 1
o Lo eoe bl e
(Pemerintah Daeran Kabupaten Mamuju Tengah ] 2016 B '.
|
|




¥ g,
% Peraturan Bupat Tent: ' .
| | P ang Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran APBD

seria monitoring dan evaluasi Hibih dan bantuan

H()}:IHI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
Kabupaten Mamuju T'engah;

g berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a dan hurul b perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial
yang Ilicrsnmlwr dart Angparan |'endapatan dan
Belanja Dacerah Kabupaten Mamuju [engal.
Undang-Undang Republik Indoncsia Nomor 29
'ahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Mngkat I di Sulawesi (Lembaran Negari Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, ‘lambahan
Lembaran Negara Republik Indones:a Nomor 1822

ndang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang

Oreanisasi  Kemasyarakatan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 19¢5 Nomor 44,
raribalian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3296),
Undang-Undang Nomor 3] Tahui 1999 tentang
ernberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
rammbahan Lembaran Negeara Republik Indonesia
Nomor 3874)
Undang-Undang Nomo! 17 Tahun 2003 tentang
euangan Negara (Lembaran Nagar Republik
ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, ‘lambahan
 embaran Negara Republik Indonesi:t Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomo! 200 Tahun 2003 tentang
Sistim Pendidikan Nasional (Leinbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nnmor 78 dﬂ‘n
rambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
130 1);

¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tﬁntan
!mt;:-ntl;ﬂlﬂlil?lﬂ Negara (Lembaran \Jt.'.gﬂl‘:rlxREpubllk
~donesia T'ahun 2004 Nomor 5, ‘l'ambahan
embaran Negara Republik Indonesiit Nomor 4359);

7 Undang-Undang Nomor 155 Tahun 2004 fentang

Pemeriksaall Pengelolaan Kcuangarn dan Tanggung

( Pemerintah Daera

h Kﬂbupatan_{‘flamuju Tengah] 2010

——— e —

e —
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Peraturan Bupati Tentang Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran APBD

Menctapkan:

16.

20

Tainbahan Lembaran Negira Republik Indonesia

ERATURAN
SNTANC HIIBAH DAN

¥ : !
l. o

I ANJA DA

Y1

Noinor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daeralh Provinsi dan
Peinerint:than Daerah Lainnya (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Taliun 2007 Nomor 82,
'‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

re— —

NOIMOr 757);
Peraturan  Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

ainbahan Lembaran Negiara Republik Indonesia

Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
{ibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

rahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S )72);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Nomor 13
.angan Daerah scbagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
)011 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
fahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuiangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

| % |
viC 1 1L T |

rabhiun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Nceoeri Republik Indonesia
Nomor ' 14 Tahun 2016 tentang Pcrubahan kedua
Peraturan Menteri  Dalam legeri Republik
indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
pemberian  Hibah dan  Bantual Sosial yang

Angearan P’endapatan dan Belanja

Republik 1ndonesia Tahun

.:!I.;f!"!

hersumber dari
Nacrah (Berita Negdara
2016 Nomor 54 1);
MEMUTUSIKAN :
MAMUJ U TENGAH
RANTUAN SOSIAL YANG
QUMBER  DAIKI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
RAH KABUPATEN VIAMUJ U TENGAH

BUPA'I

0a teh Tengah] 2016 @

[Pemcrinm;baéra

hPE.aT:;pa ten Mamu ju

w .
. - E et 3 =i i N
—

=
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BAB I
KETENTUAN UMUM

as8al 1

IJ. , s ~ry 1 1 A ! :
alam Peraturan Bupati ini, vang, dimaksud dengan

e 1. Daerah adalah Kabupaten Maniuju Tengah
1 ) £ 9%y . r;
2. Pemei 1_ntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten B
Mamuju Tengah )

3. Kepala Daerah adalah Bupa(i Mamuju Tengah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya |
disingkat DPRD atau scbutan lain adalal lembaga
perwakilan rakyat daerah scbagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah

O. Keuangan Daerah adalah semua hali dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahéen
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

6. Penvelolaan Kekayaan Daerah adalah keseluruhan
(eglatan vang meliputs percncanaain, pel;dfsanaan,
henatausahaan, pelaporan, pertangglingjawaban dan
hengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanj:i Daerah yang
4 disebut APRBID acdalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan dac-:l":-ah yang dibahas dan, :
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 4_:

dan ditetapan dengan Peraturan Daerah.

8 Pejabat Pengelola Keuangan Haerah yang sclanjutnya A
- discbut PPKD adalah SKPKD.
Pengelola  Kceuangan Daerah yang |

- Kerja
9. Satuan K€1) but SKPKD adalah Pcrangkat Daerah

selanjutnya dis |
o pPemerintah Dacrah yang inelaksanakan

laan APBD.

erja Perang Jacrah yang
' Keria Perangkal |
D HLSKJI*"'D ndalah Perangkat D

sclanjutny

p:-ld&i
pengelo

e —

paten Mamuj?‘rsngah] Zz016

[Peme;i:}ah Dacrah Kabu
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im Anggaran Pemeriniah Daerah yang selanjutn
dr.isﬂh-uta TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Surat |
Keputusan Bupati Mamuju Tengah dan mpimgm R

jatigl |

e

- 1 ]
&
L] w L]
r.-.'r'l‘
=1
|

1
L

r.Jl"c'h Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, R ",}% i
yang ~ mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka

penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari
Pejabat Perencana Dacrah, PPKD dan pejabat lainnya
sesual dengan kebutuhan.

- Rencana Kerja dan Anggaran PPKD \ang sclanjutnya
discbut RKA-PPKD adalali rencana kerja  dan
ainggaran PPKD Kabupaten Mamuju Tengah selaku
Bendahara Umum Dacrah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD vang sc¢lanjutnya
discbut RKA-SKPD adalak dokumen perencanaan
dan pcnganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anguaran SKPD.

i

Dokumen  Pelaksanaan Anggarar:, PPKD  yang
sclanjutnya disebut DPA-PPKI) merupakan dokumen

peleksanaan anggaran PPKD Kabupaten Mamuju
Tengah selaku Bendahara Umum Dacrah.

Dokumen Pelaksanaan Anggarann SKPPD yang
selanjutnya disebut DPA-SKI’D merupakan dokumen
yane memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD
:‘r"i..f]g digunnkarl SCIJHgHi arsar p('laksanaan oleh
Pengguna Anggaran.

Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau
Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerax,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukanpya,
bersifat tidak wajib dan tidék mengikat, scrta tidak
seccara terus  mencrus - yang bc rtujuan u‘nt-_uk
menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah

Dacrah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan bampa




' Peraturan Bupati Tentang Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran APBD
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uang atau barang dari Pemenntah Daerah kepada
individu, keluarga, kelompolk atau inasyarakat yang
sifalnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungt dart kemungkinan
terjadinya risiko sosial.

18. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang |

dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan i
sosial vang ditanggung olch individu, keluarga, ﬂ;

kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak
Krisis, ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan
bencana alam, yang jika tidak diberikan Bantuan
Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup
dalam kondist wajar. {

-

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sclanjutnya
discbut NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang
bersumber dari APBD antara pemerintah daerah
dengan penerima Hibah.

st
ot
.
- — s —— e . [

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang
dibentuk oleh anggota masyarakal Warga Negara

Indonesia seccara sukarela atas casar kesamaan

kegiatan, profesi, lungsi, agama, dan Kkepercayaan gy
tecrhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan
serta dalam pembangunan dalam rangka mencapal
(ujuarr nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan  Pancasila,
(ermiasuk oganisas) non pt'*l‘m*l*intal'l.m yalg bersifat
nasional dan  dibentuk  berdasarkan ketentuan

perundang-undangan;,

N\

e 58 = ~gum e

71. Bendahara Umum Daecrah yang selan jutnys disingkat
J1) adalah PPKD yang bertindak (lalam kapasitas

AW

sebilgal hendahara umun dacrah

BAB Il
RUANG LINGKUP

I}”"L |] .]

Runsne lingku) PeratLiran i:upatj ini meliputi
unng ,

r’l"l|E,-”]lr!g;”-;'”]’ I}t‘lél]‘:ﬁ;“““”] {lﬂll })L‘ﬂilLlUSahaHﬂ,
[H.[_-.;.],{']I';’il.’l dan [n'l't;m;-’_!gu:|gl;|w;1|.r.ll1 sert:: monitoring dan

i

[Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah] 2016
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Peraturan Bupati Tentang Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
cvaluas: pemberian hibah dan bantu:in sosial 'h?
bersumber dari APBD.
Jasal 3
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalan pasal 2 dapat
berupa uang atau barang atau jasa.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
dapat berupa uang atau barang atau |asa.
BAB I11
BELANJA HIBAH
Bagian Kes:atu |
Umum f
|
‘ I| i
’asql 4
u

[ (1) Pemerintah daerah dapat memberikian hibah sesuai
!{L'm-]_mpl.lal_r‘l HEHHI'IEHH daeral) |
2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan
helanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(9] Pemberian hibah sebagaimana dimalksud pada ayat il |
) ditwjukan untuk menunjang penc:apaian sasaran "li
|

program dan keglatan pemerintah daerah sesuai
urgensi dan xepentingan dacrah dalaum mendukung

tersclenggaranya (ungsi pemec¢rintahan,
pembangunar dan kemasyarakatan dﬁngﬂﬂ
memperhatikan asas lkeadilan kepatutan,

rasionalitas, dan manfaal uniuk masvarakat.
(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memenuhi kritenia paling scdikit:

) peruntukannya secara spesilik telah ditetapkan; i

h) bersiat  tidak wajib, tidak mengikat atau tidak
seceara  terus menerus sctiap tithun anggaran 1
scsual dengan kemampuan  keuangan daerah,
kecuali  ditentukan lain olel peraturan
perundang-undangan,

¢) memberikan  nilar - maniaat bazi  pemerintah i
daerah dalam mendukung  terselenggaranya
fungsi  pcmerintahan, pembangunai dan

kemasvarakatan: dan |

— - e : '.
-[ Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah] 2016 m ,:
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d) memenuhi persyaratan penerima hibah.

‘asal 5
Hibah dapat diberikan kepada.

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah daerah lain:
( Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Dacrah; dan/aiau;

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia

’as:l 6

(1)1 ihal Kepacda pemerintall pusatl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada
Satuan kKerja dari kementerian/lemb:aiga pemerintah
non kementerian yang wilayvah kerjanya  berada
dalam Pemerintah  Dacerah  Kabupaten Mamuju

fff'[i}iail:

(2) Hibal Kepada  pemerintah daerah lainnya
scbagaimana dimaksud dalam Pas:il o huruf b
diberitkan kecpada daerah otonom baru hasil

pemekaran daeralh sebagaimana diamanatkan

peraturan perundang-undanrgan.

(3)I'iban kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ diberikan dalam
rangka untuk meningkatkan  pelayanan kepada
masyvarakat sesual dengan ketentiian peraturan

perundang-undangan.

(4)FHibah kepada Badan Usaha Milik Daerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf c
diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah
vang diterima pemerintalh daerah dari pemerintah

pus«at  sesual  dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5)1libah kepada badan dan Ilembagi sebagaimana

(Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah] 2016
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Perat | |
eraturan Bupa_h Tentang Hibah & Bantuan Social Yang Bersumber Dari Anggaran APBD

| <)

—

(llglﬂ iksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada
Badan dan Lembaga:

A
}

T "
I
§

L.

1)

UKk

syarakialan yang

17

ensesanan

membidangi urusan hukum dan hali asasi manusia

yang bersilat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peratiiran perundang-
undangan:

yang bersifat nirlaba, sukarcla dan sosial
yang telah memiliki  Sura kKeterangan
[erdaltar yang

diterbitkan  oleh Menteri Dalam Negeri, atau
Bupati; atau

vang bersilat nirlaba, sukarcla bersifat sosial
kemasvarakatan herupe kelompok
masyarakat/ kesatuan-kesaltuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih nidup dan
sesual dengan  perkembangan masyarakat,
dan keberadaannva diakui oleh pemerintah
pusat dan/atau pemcrintah daerah melalui
pengesalnan atau penctapan dari [JiITl})iI1F11]
instansi  vertikal at:iu kepala satuan kerja

perangkat dacrah  (erkait scsuail  dengan
KCWeNangannysél

Kepada organisaslt  kemasyarakatan yang
ilan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud

5 hurul d diberikan kcpada organisasi
berbadan lukum  yayasan
organisasi kemasyarikatan yang berbadan
. perkumpulan  yanyg telali mendapatkan
hadan hukum darl kemmenterian yang

Pasal

seslial peraturan perundang-undang:n.

Flibah

Pasad 7

kepada badan dan lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 0 ayal (5) dibertkan dengan

persyaratan paling sedikit.

cl

D

menil
memiliki surat
lurah/
berkedudukan
Pemerintah
Flibah
scbagatnane

¢ kepengurusan yang jelas;
| keterangan  domisili  dari

tenala desa sclempat; dan
dalam  wilayal: administrasi
yaerah Kabupaten Mamuju Tengah.

kepada organisasl kemasvarakatan

dimaksud dalam Pasal O ayat (6)

(Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah] 2010

e e
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o Peraturan Bupati Tentang Hibah & Bantuan Cosial Yang Bergumber Darl Anygaran APBD .":' .91
¥ % o
diberikan dengan persvaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada  kementerian  yang
membidangt urusan hukum dan hak asasi
manusia paling singkat 3 tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peratuian perundang-
undangan;

b. berkedudukan dalam  wilayali administrasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

i (dlan
c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Mamuju
: Tengah.
|
| .
| Bagian Kedua
j Penganggaral)
I
| Pasal &8
(1) Pemerintah  pusat, pemerintah daerah lain, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha  Milik
! Yaerah, badan dan lembaga, scria urganisasi
| (emasyarakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
} dapat menyampaikan  usulan hibah secara
crtulis kepada kepala dacrah
(2) Kepala dacrah menunjuk SKPD terkait
antuk  melakukan  evaluasi  usulin sebagaimana

limaksud pada ayat {1}

QKPD terkait schagaimana (imaksud pada
wat  (2)  menyampaikan hasil cvaluasi berupa
ekomendasi kepada Bunati mclalui TAPD.

"APD memberikan pertimbangan atis rekomendasi
chavaimana dimaksud pada ayat (3] sesuanl dengan
dan Kemelmpuall keungan d crah

(3) Ke¢pala

1'1011LaEl S

|].l‘€i'|. {}

H||~’!'i_n||11‘|ui.tni kepala SKEPD dan pertilmbangan TAPD

' cebavaimana dimaksud dalan Pasal 8 ayal (3) dan
fm'.lld ([ }) moenjadi o dasar  pencantiuman alokasi
anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS

angearan sebangaimana

(2) Pencantumarn alokasi
mcliputi anggaran hibah

dimalksud pada ayal (1),
'Ht'il.lll.'l 1Ang, pardilg, dan, alau jasa.

F[pgmgri;fah Daerah kabupaten Mamuju Tengah ] 2016 ﬁ




Peraturan Bupati
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Tentang Hi
g Hibah & Bantuan Cosial Yang Bersumber Dari Ancgaran APED

(1

l

(22)

(1) Bupath mel

3)

[_‘Pe,me.rinia

h D;;-};B KabUF}ETQr

—

Pasal 10

Hib:ith Bheriim. +
{l) (h ben Upa uang dicantumkan daliun RKA-PPKD

‘ crupa barang at: t '
- s P ‘:lu 1""1 'l: F F
RKA-SKPD ¢ Jasa dicantumkan dalam

{i;f.\u'.}}* ' 3 . 1C |
PPKD «an RKA-SKPPD scbagaiinana dimaksud

ada avat - ;

iR ”1_‘::!% “). dan ayal (2) menjadi dasar
saliggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan

perundang-undangan

Pasal 11

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam

'[':‘ ‘1 : : A

| 11:5 l. ]U. ayat (1) dianggarkan dalam kelompok
belanja l.n_iﬁl. langsung, jenis belanja hibah, obyek
belanja hibah, dan rincian obyek belinja hibah pada
PPK D

Obvek belanja hibah dan rincian obyck belanja hibah

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah daerah lain;

r 3adan Usaha Milik Negara ata:l Badan Usaha
Vilik Daerah; dan/ atau;

d Badan. Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan

ng berbadan hukum Indonesia.

[ lihbah berupa barang atau jas.1 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan

dalam kelom pok belan|a langsung yang

diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang

diuraikan kcedalam jenis belanja barang dan jasa,

helania  hibah  barang atau  jasa dan

obvek belanja hibah barang dtau jasa

' kepada pihak keliga/ masyarakat

obyck
rinclan
vang diserankarn
[]1.'|(j;1 SKFLD.

Pasal 12

kan daftar nama penerima, alamat
dalani Lampiran Il
tenting Penjabaran

icantun
peNErima dan besaran hibal!
Peraturarn hepala Daeral
APBI). Lo a e
Format | \m plran [l Peraturan Kepala Daerah
X | |1l rr

B
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seh: .- : *

(__itllli.]:;;;]ﬂ1;1::2;: r(illTlE]kHlI(l pada ayat (1) (ercantum

gy 1:’¢;,.1|‘1]11r‘:llnl-I'I I‘wa%umn Bupati ini, sebagai

R g idak  terpisahkan  dari Peraturan
i a€rah tentang Penibaran \PBD.

Bagian Ketivq
Pelalisanas ¥ SEPIP
anaan dan Penatausahaan

Pasal 13

(1) Pelaksanaan ANgEaran llibah  berupa uang
LR S a - 3 - b
berdasarkan atas DIPA-PPKD

) Jinley lrens - . .
| Pelaksanaan Anggaran |libal, berupa barang atau
la1Sa berdasarkan atas DPA-SKID.

}J:].‘“}':“l l]‘

Sctiaap pembernan hibah dituangkan dalam Naskah
Perjan)ian Hibah Daerah (NPID) yang ditandatangani
bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan

Penerima Hibah.

=

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA serta
daftar penerima hibah vang ditanda tangani oleh

Bupati

(3) NPPHD scbagaimana dimaksud pada avat (1) paling

sedilkit memuat :

pemberi dan penerima Hibah;

el
b, tujuan pemberian Hibah;
C hesaran/rincian penggunaan Hibah uang atau
harang/jasa yang akan dilcrima;
4 halk dan lkewajitban,
: |alel CAla |H:1|H'.1|llt:ll1.- ;]{"H‘.t'[‘ahaﬂ Hibah
i i i
t (at;n cara pelaporan pengglinaan Flibah;
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(4) Bupati

Pum-:_:rimah Daerah
menan.dalangani NPHD
barang dan jasa.

{ r & iy L L: B

lapat Mmenunjuk  pejabat dilingkungan
yang diberi wewenang untuk
berupa uang maupun jenis

Pasal 15

(1) Kepala daerah menelapkan  daftar penerima hibah
beserta besaran Jang alau jenis barang atau jasa
yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala
Gaerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD
dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD

(2) Daliar penerima hibah sebagaimana dimalksud pada
ayal (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan
nibah.

9] Penyaluran/penyerahan  hibah dari  pcmerintah
dacral kepada pencrima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPIHD

4) Pencairan hibah dalam bentuk Liang dilakukan

derigan mekanisme pecmbayaran langsung (LS)

scsual  dengan  ketentuan  peraturan perundang-

LITIA N2 an

Pasal 16

Pengadaan  barang dan jasa dalam rangka hibah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
berpedoman pada  peraturan  perundang-undangan

tentang pengadaan barang dan jasit.

Bagian keempat
Pelaporan dan Pertangeungjaw aban
Pasal 17

(1) Penerimia kepada bupati melalui PPKD

henggunaan hibah
dengan tembusan SKPD terkail
hibah berupa barang/jasa menyampaikan

Denerinia o a.
(2) Penerini . bupati melalui kepala SKPD terkait.

laporarn kepad:

n Mamuju Tengah] 2010
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Peraturan Bupa’| Tenting Hi

bah &
s Bantuan Sogial Yang Bersumber Dari Anggaran APBD

—

| Pasal 18

AT 1_].;’1"" uang dicatal sebagai realisasi jenis
Catl)a hibah pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan,

12) Hibal  FU D
) 4 l]j]’h berupa barang atau jasa dicatat sebagai
Ce adS e 9 F- ' - : -
ISas1 obyek belanja hibah pada jenis belanja

barar ] AS?
arang dan jasa dalam program dan kegiatan pada
SKPD terkait.

(1} Hibah

. Pasal 19

1°C] '-;1|“._f—‘_‘-th['l',{L];[‘L's.';|1}HH pemeriitah daerahn atas
pemberian hibah mehiputi:

| ' sulan dari calon penerima hibah kepada bupati;

h. Keputusan bupati tentang pernetapan daltar

pencrima hibah;

1. Pakta integritas dari pcnerima hibah yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan scsuai dengan NIIPD; dan
Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa
pang atau buktl serah/terima barang jasa atas
pemberian hibah berupa barang/jas:.

Pasqal 20
(1) Penc¢rima hibah bertanggungjawalb secara formal
naterial  atas penggunaan hibah yang

aarl
diterimanya
(2 l-‘-hl1-rn'w.;g;_mn;,r_'_';;mfnt;-;rm penerim:a hibal meliputi:

4. laporan penggundan hibah;

b, »ural pernyataan E.'H'lggLII"I‘_!JH“’HI} yang
e avatakan bahwa hibah yang diterima telah
;ligu'rmlc;m sesual NIHPD; dan

1’ |*:lr|11.1| hu bt ]nrngrlnm'ﬂn vang lcngkap dan sah

peraturell }H:_‘.I‘Ulnlﬂllg-lJnriﬁn“nn bﬂgi
peneruna hibah berupa uang atau salinan bukti
terima barang/jasqa bagi nhenerima hibah

‘r'fbi"r:I;l.'

hf*l;il'l

herupa barang/jasa. |
Hl"lﬂg&lllﬂﬂlla ‘-il]nﬂl{‘iUd Dﬂila

huru!l b disanipaikan kepada
tangeal 10 bulan Januari

(3) If'q-rl;m'g;u:np_nm'nhﬂn

al (2) huruf a dan

ey e
pupall paling lambat
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tahun ¢
W "Il anggaran l)ﬂl‘ilﬂ.ll:l}fﬂ
: "‘llill ""h T 1 - .

peraturan perundang undany an

, kecuali ditentukan lain

[-\'1! !{-,I.l _
l.lll”’f'-' B - S
)) hl';‘_ltll.llzﬂ"l‘%<1EJ.:-1n scbayuimana dimaksud ayat
=3 _ [ . ‘,, L9 i
encrima hiby: disimpan dan  dipergunakan oleh
a nibah selaku obyelk pemeriksaan

1 RELT] _ Pasal 2]
calisas! nibah |
(ice ad: ?

M 5L ljmtumt{an pada laporan
el merintah daerah  dalam  tahun
anggearan berkenaan.

|£| ] £) ot B

| Lllb .h] berupa barang yang belum diserahkan

.'{ET : r 1 . i -~ . : " 2
cepada pencrima hibah sampai denygan akhir tahun
anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca.

Pasal 22
1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa
dikonversikan sesual standar akuntansi
pemerintahan pada Japoran realisasi anggaran
dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusundn laporan keuangan
pemerintah daerah.
Format wonversi dan  pengungkapan hibah
dan/atau jasa sebagaimana

berupa barang
yat (1) tercantum pada Lampiran

dimaksud pada a
[| Peraturan Bupati mnit.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian kesalu
Umum

Pasal 22

dapat nemberikan bantuan

; . acrah
\ 1?¢-mM 'jlilic]]] {l“]{ el r ¢
s l kepada anggota/ kelompok mMas; araxat
QOS5I » ‘ . I 'y -
erai kemampuarl keuangall daeral\. .
sesual Ko (imaksud

sosial schagaimana |
dilakukan setelah n*:tmpriorltaskan
urusat wajil dan urusan
1sas keadilan,

manfaal untuk

an D an
(2) Pemberiall hantua

nada qvat (1)
;rrm'nul'm N

yilithan dengan i
{l'p;liu{;m. rasionaliis

———famaju Tengah] 200
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= h Sosi
ot o SN 4l Yang Bercumber Darq Anggaran APBD
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Nasyarakat

Anggota /kelom rasal 24
dalam Pasa] 2 POk masyaralkat scbagaiimana di
asal 23 avat (1) meliputi mana dimaksud
](t‘l e ‘ 7
mengalami l{t'el::dt-l %’di (Ltn/im;-]u milSyarakat = yang
e s N J*"lﬂﬂ yang tidak stabil sebagai akibat
N1SIS Hl.)bl;il, t“!iuimmi. [)Olitik. l:enr:nu, atau

l[Cnomen:
na alam ag;
' gar dapatl meme s
hidup migimis P menuht kebutuhan

D. lembapn Nnon

a. indivit_lu.

pemerintahan  bidang pendidikan,

l"‘r‘"]".r]'i . "
e Ol 111¢] 4 ‘ '
sallaan, dan bidang lain yang berperan untuk

meling ' | 1V 1

- 1‘i_..llll1i£3,1 indivicu, |~;:‘[0|np: ' (ian,f::-lliHu
..lfh.nlﬂ.n el darl  kemunglkinan (erjadinya  resiko
XSl . |

Pasal 25

antuan  soslal  berupa uang  ki:pada individu
lan/atau  keluarga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 hurul a, (erdin dari bantuan sosial
epad individu dan/altau leluarga yang
irencanakan dan yang tidak dapiot direncanakan
scbelurmnya.

antuan  sosial yang dlirencanakan sebagaimana
imaksud  pada avat (1) dialokisikan kepada
nJdividu dan/atau keluarga yan;, suclah jElElS

nama, alamal yenerima dan besarannya pada saat

nvusunan APBD.
sosial  yang (1dak dapa direncanakan

yagalman:l dimaksud pada ayat (1)
kebutuhan akibat resiko sosial
ang  tidak  dapal diperkirakar patia‘ saat
| APBD yang apabila ditunda
akan menimbulkar resiko sosial
.r bagi individu dai/atau keluarga

918

Bantuan
scbelumnya SC€
dialokasikan untuk

Henyusunan
henanganannyd
mne lebin bes:
¥ ISE cutan.
sane bersangku 1A A
] 24 =r "1lt1k.t5i anggﬁr;m _vang tidak ‘ (Japd[_
(3 e r hagaimana (limaksud

| I chelumnva SC .
{ o TH”E”\.(I]I S bf‘l 2Rt

i]”(l’m avat (3) ridak melebihl  pagu alokasi
pratety ayell ‘

# i l_ ' " ' = d
n vag direncarakarl scbhagalnana (limaksu
ANggal < Yaltin

nada avat (2)




C hersif; Asydratan DeICH .
-I'S114 VA 4 ‘rima ba ‘
oty L sem ntara dan tig. ;té":tusa;,,
£ 1, Il
RS dalam Keadaan ol menerus,
“Ikelanjutan; lertentu dapat

l. Sesu: |
sUal tujuan PENEgounaan

<) Writeria Selektif cahoan:. _
(1) huuf a {[Lqrft"i:frl]l;lﬁniu dimaksud pada ayat
diberikar kepada ra]{mr u;,j }}::mtu;!n sosial hanya
untuk ”Wm]f]llﬂ}{id;.il.i 'kpfn[ii;ll_:;ul;na va‘r}g ditgjukan
Jrite Ma e TSy Atalas pf‘]’]{irjﬁ]' hb an resiko HOSI.BJ.
'f.[?l.‘ll{‘rwllii p;-u]a aval “J ! : . a.ntL-Llﬂ _Sebagalmana
| S o uarui b meliputi:
d. memiliki identitas vang jelas: dan
D hrr‘flr):m:-?;ll] dalam wilayah adiinistratif
~ pemel Intahan daerah Kabupaten Mamuju tengah.
K1itera bersifat sementira dan  tidak terus
menerus schagaimana dinnaksud pada ayat (1)
hurut ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan sosial
tiddak wajb dan tidak harus diberikin setiap tahun
1geararn
Kcadaan tertentu dapal berkclanjutiin sebagaimana
imaksud pacda ayat (1) hwul ¢ diartikan bahwa
antuan  sosial  dapat  diberikan setiap  tahun
igeArAn  sampai penerima bantuan lelah lepas dari

A "I-Iiu':j H‘:;[J"'\i.!_l_ .
. penggunaall  scbagaimana

1ILC Il S¢Sl Illljl.léln ‘ .
piada ayal (L) hurufb bahwa tujuan

limaksud -,
hantuan susial meliput

mberian
vhilitas! sosll;

.I'i
Il

! EellRl

 perlindungan sOS1al,
‘ (lavaall sOS1al;

e nhelr
I " i |ri'|
1.|1ilmI].~.H1l;]. .
‘ : 111
! aneeulengatl keniskinail, da
(118 25 ! | | -4
reranggulangal beneal

asal 27 o
| limak: el dalam Pasal

menulihkan

sehagaimall
ditujukal

1) Jeeliabilitas] gosial e
[ . | Ifjlj }H”l'l o

1(y VAl

h[-P&me;rinfahEi;rah Kabupate
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i A

o T,
Y Peraturan Bupat Tentang Hibah g

q: : ;
N Mmenangan; | ditujukan  ynpyy

flal'i §
NAasva - DU S : g rcan an
ISyarakat agp.a. ©S€orang, kclr.JEllga, kEIOHII%Uk

’ 1 Ild upn\ea C
: 5l lxeblt[ Uhan dasar m;njmajapat

Pasal 926 *cbagaimana dimaksud dalam

cadyal -
Hgscomf,{){ ,2“!” C ditujukan untuk
Vang  mengalami Hléﬁ;ll;;; !:”:f:e]lamlmk masyarakat
clilll]]e - ' 2 Y )
S - Merupakan skema yang melembaga
UNUUK  menjamin penerima bantu: ae -
nemenuni kebutuhan dasar hid 11’1 P
(9) Penanggulangan l{emi*;lfrirlian Ii‘f-‘zpnyﬁ j_-;ang lgyaj{.*
;,:IE.*.H]L - “H"}’]T 2(1 "1?rL ( H(i. o dlmaksud
e sal 2ol (J..'}_ wruf e merupakan
sebljaxkan, program, dan kegiatan vang dilakukan
lerhadap  orang, keluarga, kelompok masyarakat
vang fidak mempunyai atau mempunyai sumber
mata  pencaharian dan tidak dapat memenuhi
cebutubhan yang layak bagi kemanusiaan.
(0) PPenanggulangan bencana swhagaiman? (limaﬁud
dalam Pasal 26 ayat (6) hurul merupakan
an upaya yang ditujukan unt uk rehabilitasi.

menjadikan

b ) B

crangkari

Pasal 28

~ ’ : y ]

aantuan sosial dapat berupa uang atad barang yang
| ' . bantiian sosial.

' peneri:
2 lanesung oleh pene + _
Ll I l”-} : “”'lp‘ Hrbagallllilﬂﬁ f[lmﬂkSle
| ‘allﬂg diltf’f”fkﬂn secara

seperti beasiswa 'bagi
vatim piatu,
terlantar,

(l11teri

(2) 13antuan sosial berupd
(1) adalab uang

1C11TE
pe! elola

nada ayal

.nada pe!
langsung kepada Pt

anak — miskin, _k'.i'l_\filhelﬂ' Rage e Ty
lavar miskin, mAasYATAREr o in putra putri
s Ifn{u“ ¢ dan tunjangan KCSE
’ -1;: ){‘[[] LIC : . . .
;}"t{lﬂ;;lm-etxl yang tidak m‘:‘lﬂ"‘]l;“* ,arang scbngalmam:
‘ ., sosial berd] sdalalh  barang yang
3] [IRnLIRE pada Ayl (1) kep: 1 penerima

dimalksud [angsuns

| ~eald
dibherikan S Cé

[Pemerintah Dﬁer;—ia— Kabu




Sepert| bantyan

S(’:’k()]ah luar hias'a i

pantan et P el
- atu/ tingy Husiflm:a?/llﬂkainn L(*p?;]?. mlslﬂn'
kurang mMimp, v 1ICTNak bay; kclonil)ok maSngﬁz.

Bagian Kedu:,
’enga ngearay)

(1) Anggota/kel 0
Misgold/kelompok masyarak
) ey Y dl meny: mpaik: |
) ' ' ' » . 1. - u'i
: =) Bupati menunjuk SKPD terkait wituk melakukan
cva uasi usulan  tertulis scbagaiinana dimaksud R
pada avat (1), L
(3) Kepala SKPD  terkait sebagaimana  dimaksud pada |
ayal  (2) menyampaikan hasil cvaluasi berupa |
rekomendasi kepada bupati melalui TAPD. : -3
(4) TAPID memberikan pertimbangan atas rekomendasi e
schagaimana dimaksud pada ayat () sesuai dengan it
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30 _ N
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD 38
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan =

sebagaimana . _ ot
> it tuman :lokas) anggaran ‘!]

aval (4) menjadi dasar pencarn I
bantuan sosial dalam rg‘mcang;m Kan sebagaj;nana 2

(2) Pencantuman . alokast a-])lggarmt‘lipuﬂ SnEEnce o
dim:ksud  pada ayat (),

o ]
g uang dan/atau barans.
heantuen snsial berupd uang € / e

pasal 31 dalam
any a_rkﬂn
Jantuan sosial berupa UaNS d;-ll ngcnis belanja
) Ll helanja tidak langsu 8 ‘uan  sosial, o
l{t:loinp()k j’“_ ]- obyek belanja hiln
0 51al, : h* :
SO lal‘liﬁ banluan SOS| P A (}bjﬁk

bantuan

nei k be dan rincia
danrinclan oby€ | Sl . ;
Objek  belan)? G bagaimana dimaksud D |

e ]'JI‘3 . bantual) osial €

belanja bantyer |
avat (1) meliputt o keluarg!
a. individu dfm/ﬁn e
h. mas yarakal da it



S0SI1a] bar arn rine:.
q?]‘l{fa-ng "s'?]]‘]g (”Serah.

At padi skpry ar
}}I-ISHI 32

ncan(
. - ‘ U : _
L PCRerima dgn | nkan daftar nam
..\1, apiran v 9 esaran | d Penerima
AP | * All SoOsiz '
1), tid: & Stal dala
K lermasyk | ” ang Penj o
VDantu: . n sosia] I tn_laharan
r ILrl{-ju

L"iﬁ.lj)f ]an : - rl ]
dll

’ |

\ ".[ :I‘\l:{‘ - .-f
ok pala i);-_n‘rm] me
::ih'-j””.“ (

dan/atay

COTrmnai | ar :
aripiran |\
L. | f J
H-""*LJ..}-; '_I FI']]] ' E }CI:”llra s
- L tjll_ ” n I : . r
g & dimaksud paca ayay \;alp)djn Daerah
. C
0 . lercantu
_ cratur: p L Uit
AT vang : J i BU] All Ini :
o g tidak (erpisahkan  .lar ; sebagai
| L.} | r_}l:. (:‘-]‘ 'I!.] {{‘HI > : '[ r.] | crarufian
= J []n ml l}D_

Bagian Ketigi
1 252 .~ " NF AL : |
Pelaksanaan dan Penalausahaan

" Pasal 33
i Sanaan anggaran bantuan sosial berupa uang
Derdasarkan atas DIPA-PPKD.

Yoo s | Y g : -

clalksanaan anggaran bantuian sosia berupa barang
| " ] - B i

yoerdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34
(1) Kepala Daerah menetapkan daltar penerima dan
sosial dengan keputusan bupa:l
'h terntang APBD dan

aran APBD.
sosial

sosial
bupati
kecuall

besaran  bantuar
berdasarkan peraturall daer:
peraturan lkepala daerah tentang penjilb
(2) Penyaluran dan/atau pt.‘.n}-’('l‘:-l.l’lan bantuerl
didasarkan pada daftar penerima bantuan
tercantum dalam keputusarn

dimaksud pada jym/ LLIJ
indivi ai/d
kepadd individu ;
dapal (irericanakall gehelumny

yang
schagaimana
bantuan sosial
VEIng (1dak

(Pemerintah Daerah Kabupaten Mami/4 Tengah
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PRTIS o
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gt'_, mdni‘l dlpl :';'_r':,'.' iu;_._:"- :

dan/geay - Cafitnuis

[
- . |
L |
=

= Y
f v b
¥ "L--.. o .l- '

i
4

o

dengan carg Pembayaran |
Dial:«im hal bantuan Al
nilai  sam pai

CuUpiiLh) |
mekanisme lambah y melalui

(6) Penyaluran sial kc¢pad rim
S JOnR | (‘pada peneri
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pap{fa ayai

2L e '
(<) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan
aang bantuan sosial.

Pasal 35
Penvadaan barang dan jasa dalam rangk« bantuan sosial
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
berpedoiman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempilt
Pelaporan dan Perfangelingjaw.ihan

Pasal 30 .
uang m eny:impaikan

(1) Penerima hantuan sosial berupe g
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(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan .?
Kcuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran
bherkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum
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dengan akhir tahun anggaran berkeriaan dilaporkan
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